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PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR Z TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN DAN
PENYELENGGARAAN JENAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

a. bahwa peningkatan populasi penduduk dan pesatnya
perkembangan wilayah maupun pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan kota menjadi faktor permasalahan kota jika
dibandingkan dengan daya tampung serta ketersediaan lahan
Pemakaman;

b. bahwa pcngclolaan tcmpat pemakaman dan pcnyclcnggaraan
jenazah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah dalam rangka
mewujudkan keterliban daiam masyarakat serta keindahan
kota;

c. bahwa Peraturan Daerah Kota Palcmbang Nomor 5
Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Rctribusi Pemakaman
dan /atau Pengabuan Jenazah sudah tidak sesuai lagi dengan
kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pcngclolaan Tempat Pemakaman
dan Penyelenggaraan Jenazah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);
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Menetapkan :

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5280);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerinlah Nomor 9 Tahun 1987 tentang
Penyediaan dan Penggunaan Lallan untuk Keperluan Tempat
Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1987 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3350);

6. Keputusan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 26 Tahun 1989
tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pcincrintah
Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan
Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;

7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Palcmbang Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

DAN

WAL1KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT
PEMAKAMAN DAN PENYELENGGARAAN JENAZAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kola Palembang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang;
3. Walikota adalah Walikota Palembang;
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4. Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah yang sclanjuinya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Palembang;

5. Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman adalah
Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota
Palembang;

0. Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman
adalah Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan
Pemakaman Kota Palembang;

7. Pctugas Pemakaman adalah seorang Pegawai Negeri Sipil atau
Pegawai pada Dinas Penerangan Jalan , Pertamanan dan
Pemakaman Kota Palembang yang melaksanakan suatu tugas
dengan surat perintah dari Kepala Dinas Penerangan Jalan,
Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang;

8. Yayasan adalah yayasan yang berbentuk badan hukum yang
bergerak dibidang sosial keagamaan dan kemanusiaan dibidang
pemakaman;

9. Pemakaman adalah kegiatan atau prosesi penguburan terliadap
jenazah atau orang yang secara medis tclali dinyatakan
meninggal dunia;

10.Taman Pemakaman adalah iahan yang digunakan untuk
memakamkan jenazah.

11.Taman Pemakaman Umum sclanjutnya disingkat TPU adalali
lalian yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang
dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang pengelolaannya
dilaksanakan oleh pemerintah kota melalui Dinas Penerangan
Jalan, Pertamanan dan Pemakaman.

12.Taman Pemakaman Khusus yang sclanjuUiya disingkat TPK
adalah tempat pemakaman yang ditetapkan oleh Walikota
untuk menjadi pemakaman khusus karena latar bclakang
scjarali, kebudayaan dan /atau mempunyai arti khusus,
dimana pcmcliharaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah
Kota melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang
dan /atau kcluarga atau zuriat.

13. Pemakaman Ungkonan adalah taman pemakaman bukan milik
Pemerintah Kota mclainkan pemakaman tanah wakaf milik
kcluarga, terletak pada areal tanah tertentu yang
keberadaannya sudah ada sebelum diletapkannya Peraturan
Daerah ini dan pemeliharaan makam menjadi tanggung jawab
keluarga yang bersangkutan atau ahli warisnya.

14.Taman Pemakaman Komersil adalah pelayanan pemakaman
oleh badan / jasa pelayanan pemakaman yang bersifat komersil
yang memiliki izin usaha pelayanan pemakaman dari Walikota.

15.Pengabuan atau Kremasi adalah pembakaran jenazah terhadap
orang yang pada saat meninggal dunia menganut agama atau

kepercayaan tertentu bertempat di Krematorium yang
ditentukan.

16.Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan atau
kcranglcn jcnux4Ah.
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17.Rumah Duka adalah tempat pcnitipan jenazah sementara
menunggu pelaksanaan pemakaman dan atau pcngabuan
jenazah (kremasi).

18.Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah tempat yang
dibangun di lingkungan krematorium dan atau Vihara atau
tempat lainnva yang dipcrgunakan untuk menyimpan abu
jenazah setelali dilakukan pengabuan (kremasi).

19. Blok Tanah Makam adalah bagian-bagian dari taman
pemakaman umum yang terdiri dari petak-petak makam.

20.Petak Tanah Makam adalah tanah makam yang digunakan
untuk memakamkan jenazah yang berada ditaman pemakaman
umum.

21.Plakat Makam adalah tanda nisan terbuat dari beton.
22.Pemakaman tumpangan adalah cara memakamkan jenazah

dalain tanah makam yang masih berisi jenazah.
23.Pemakaman Uiang adalah pemakaman yang dilakukan pada

satu pefcak tanah makam setelah masa penggunaan tanah
makam berakhir.

24.Jenazah adalah jasad orang meninggal dunia secara medis.
25.Jenazah orang terlantar adalah orang ineninggal tanpa

diketahui identilas dan ahli warisnya.
26.Orang Tidak Mampu adalah orang yang tidak mampu

membayar biaya pemakaman yang menjadi kewajibannya yang
dinyatakan dengan surat keterangan Lurah setempat.

27.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Palembang.

28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS
adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kota Palembang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah
dimnksudkan sebagai arahan, pedoman dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemakaman dan /atau pengabuan jenazah dalam
Kota.

Pasal 3

Arahan, pedoman dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan
pemakaman dan/atau pengabuan jenazah sccara lebih baik
dengan panorama teratur, tertib, hijau dan indah sehingga
menghadirkan bentuk makam berupa gundukan tanah tipis
dengan hamparan rumput hijau dan plakat sebagai nisan atau

bangunan makamnya, sehingga:
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a. memudahkan bagi pelaksanaan pemakaman bcruiang maupun
tumpangan.

b. memudahkan penyerapan air untuk mendukung ketersediaan
air tanah.

c. terlihat lebih indaht bersih, teratur serla mudaii dalam
perawatannya.

d. menghilangkan kesan angker, mengarah kepada taman hijau
yang akan berfungsi sebagai paru-paru kola serla mendukung
pencapaian luasan ruang terbuka hijau.

DAD 111
TAMAN PEMAKAMAN

PasaJ 4

(1) Seliap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab
terhadap orang yang meninggal dunia dalam Kota, harus
memakamkan jenazah di taman pemakaman dan/atau
diabukan sesuai dengan ketentunn agama alau kepercayaan
yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan.

(2) Taman pemakaman sebagaimana diinaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. Taman Pemakaman Milik Pemerintah Kota berupa TPU dan

TPK; dan
b. Taman Pemakaman bukan Milik Pemeriniah kota berupa

Pemakaman Ungkonan dan Taman Pemakaman Komersial.
(3) Taman pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

diperuntukkan bagi:
a. masyarakat dalam Kota yang meninggal dunia di dalam

maupun di luar Kota; dan
b. masyarakat lainnya yang meninggal dunia di dalam Kota

maupun di luar Kota.

Pasal 5

Taman Pemakaman dikelompokkan berdasarkan agama/
kepercayaan yaitu :
a. bagi umat Islam, untuk orang-orang

meninggalnya beragama Islam;
yang pada saat

b. bagi umat Kristen, untuk orang-orang
meninggalnya beragama Kristen;

yang pada saat

c. bagi umat Hindu, untuk orang-orang
meninggalnya beragama Hindu; dan/atau

yang pada saat

d. bagi umat Budha, untuk orang-orang
meninggalnya beragama Budha.

yang pada saat
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Pasal 6

Waiikota dapat mcngarahkan tcmpat pemakaman jcnazah atas
dasar pembagian wilayah pemakaman.

Pasal 7

(1) Dalam Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud pada
pasal 4 dapal disediakan blok khusus yang diperuntukkan
bagi:
a. pejabat dacrali; dan
b. tokoh masyarakat

(2) Ketentuan mengenai blok khusus serta kriteria pejabat daerah
dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Waiikota.

(3) Selain blok khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
dapat juga disiapkan blok khusus bagi masyarakat umum
dengan tarif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Waiikota menetapkan lokasi untuk Taman Pemakaman
Komersil, Krematorium, Tcmpat Pcnyimpanan Abu Jcnazah
dan Rumah Duka sesuai dengan rencana rata ruang wilayah
Kota.

(2) Dengan memperhatikan nilai sosial dan nilai agama yang ada
pada tanah makam maka pemanfaatan perubahan
peruntukkan Taman Pemakaman, ditetapkan dengan urutan
prioritas sebagai berikut:
a. untuk memenuhi semua kebutuhan akan tanali makam

dan pembangunan prasarana dan sarana tanah
pemakaman umum selengkapnya;

b. untuk pembangunan prasarana dan sarana pendidikan
agama; dan

c. untuk pembangunan prasarana dan sarana jaian umum
dan pembangunan umum iainnya.

BAB IV
KREMATORIUM DAN TEMPAT PENYIMPANAN JENAZAH

Pasal 9

(1) Pembakaran jenazah dan/atau kcrangka jenazah sesuai
ketentuan agama atau kepercayaan yang dianutnya dilakukan
di Krematorium.

(2) Pengelolaan Krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
dapat dilakukan oleh yayasan dan harus mendapat izin usaha
pelayanan pemakaman dari Waiikota.
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Pasal 10

Walikota mcnctapkan lokasi pembakaran jenazah dan/atau
kcrangka jenazah serta tempat penyimpanan abu jenazah yang
dibangun di lingkungan krematorium sesuai dcngan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota, dcngan kctcntuan:
a. tidak bcrada dalam wilayah padat penduduk;
b. meraperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
c. mencegah pengrusakan tanali dan lingkungan hidup; dan
d. mencegah pcnyalaligunaan tanah yang berlebihnn.

BAB V
LOKASI PEMAKAMAN DAN KREMATORIUM JENAZAH

Pasal 11

Lokasi pemakaman dan pengabuan jenazah sebagaimana
dimaksud Pasal 8, meliputi:
a. Kecamatan llir Timur I:

1. Taman Pemakaman Kamboja (Pemakaman Muslim) di
Kclurahan 20 D 111; dan

2. Taman Makam Pahlawan Ksatria Ksetra Siguntang;
b. Kecamatan Kemuning:

1. Taman Pemakaman Talang Kerikil (pemakaman Kristen,
Khong Hu Cu, Hindu dan Budha) Kelurahan Pipa Reja;

2. Pemakaman Ungkonan Talang Kerikil ( pemakaman Muslim);
dan

3. Pengabuan Jenazah Talang Kerikil;
c. Kecamatan llir Timur II:

1. Taman Pemakaman Kandang Kawat (pemakaman Muslim)

Kelurahan 5 llir;
2. TPK Sabokingking (pemakaman Muslim) Kelurahan 2 llir;

dan
3. TPK Gubah Panjang (pemakaman Muslim) Kelurahan 3 llir;

d. Kecamatan Kalidoni:
1. Taman Pemakaman Sungai Selayur (Pemakaman Muslim);

dan
2. Taman Pemakaman Kalidoni (Pemakaman Muslim) Jalan

Sungai Putat Kelurahan Sungai Selincah;
e. Kecamatan llir Barat I:

1. Taman Pemakaman Puncak Sekuning (Pemakaman Muslim)

Kelurahan Pakjo; dan
2. Taman Pemakaman Bukit Lama (Pemakaman Muslim)

Kelurahan Bukit Lama;
f. Kecamatan Bukit Kecil:

TPK Candi Welan (Pemakaman Muslim) Kelurahan 24 llir;
g. Kecamatan llir Barat II:

Ungkonan Pulau Salam (Pemakaman Muslim) Kelurahan 32 llir;
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h. Kecamatan Gandus:
1. Ungkonan Karang Anyar (Pemakaman Muslim) Kelurahan

Karang Anyar,
2. Ungkonan Gandus (Pemakaman Muslim) Kelurahan Gandus;

dan
3. Taman Pemakaman Gandus (Pemakaman Muslim) Sungai

Lacak Kelurahan Pulo Kerto;
i. Kecamatan Sukarami:

1. Taman Pemakaman Kcbun Bunga (Pemakaman Muslim)
Kelurahan Kebun Bunga;

2. Ungkonan Talang Mas Kctib (Pemakaman Muslim) Kelurahan
Talang Betutu;

3. Ungkonan Talang Betutu (Pemakaman Muslim) Kelurahan
Talang Betutu; dan

4. Taman Pemakaman Talang Jambi (Pemakaman Kristiani)
Kelurahan Talang Betutu;

j. Kecamatan Alang-Alang Lebar:
Taman Pemakaman Talang Kclapa (Pemakaman Muslim);

k. Kecamatan Sako:
Taman Pemakaman Sako (Pemakaman Muslim) Jalan Sematang
Borang;

m.Kecamatan Seberang Ulu 1:
1. Taman Pemakaman Sungai Goren (Pemakaman Muslim)

Kelurahan 1 Ulu; dan
2. Ungkonan Solok udang (Pemakaman Muslim) Kelurahan 15

Ulu;
n. Kecamatan Kertapati:

1. Ungkonan Sungki (Pemakaman Muslim) Kelurahan Kertapati;
dan

2. Ungkonan Keramasan (Pemakaman Muslim) Kelurahan
Kernmasan;

o. Kecamatan Seberang Ulu II:
1. Taman Pemakaman Naga Swidak (Pemakaman Muslim)

Kelurahan 14 Ulu;
2. Ungkonan Talang Karet (Pemakaman Muslim) Kelurahan

Sentosa; dan
3. Ungkonan Gunung Semeru (Pemakaman Muslim);

p. Kecamatan Plaju:
1. Taman Pemakaman Talang Petai (Pemakaman Muslim)

Kelurahan Plaju Darat;
2. Ungkonan Talang Putri (Pemakaman Muslim) Kelurahan

Talang Putri; dan
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Pasal 12

Usaha pelayanan pemakaman dan pcnyelenggaraan jenazah
meliputi:
a. pelayanan jasa pengurusan jenazah;
b. angkutan jenazah;
c. pembuatan peti jcnazah;
d. perawatan jenazah;
e. pelayanan Rumah Duka;
f. pengabuan atau Kremasi; dan
g. tempat. pcnyimpannn abu jenazah;

Pasal 13

(1) Usaha pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan
pemakaman sebagaimana dimaksud dalnm pasal 12,
dilakukan oleh Dinas Penerangan Jalan, Pcrtamanan dan
Pemakaman dan /atau Yayasan.

(2) Usaha pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan
pemakaman yang dilakukan oleh yayasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin opcrasional dari
walikota.

(3) Izin operasional pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan
jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama
yayasan masih aktif dengan ketentuan setiap 5 (lima) taliun
harus didaftar ulang dan setiap 1 (satu) tahun dilakukan
evaluasi oleh Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan
Pemakaman yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.

(4) Kegiatan adminisirasi usaha pelayanan pemakaman dan
penyelenggaraan jenazah oleh yayasan dilarang dilakukan di
areal pemakaman kecuali di areal yang disediakan/
ditetapkan oleh Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan
Pemakaman.

(5) Tarif usaha pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan
jenazah yang ditetapkan oleh Yayasan, wajib dilaporkan
kepada Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan
Pemakaman.

(6) Usaha pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan jenazah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan
retribusi yang besarannya ditetapkan oleh peraturan daerah.
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Pasal 14

Ketenruan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara serta
pcrsyaratan pcrizinan pelayanan pemakaman dan penvelenggaraan
jenazah scbagaimana dimaksud pasal 12 dan pasal 13, diatur
dengan peraiuran walikota.

BAB VII
PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Pasal 15

Kepala Dinas Penerangan .Jalan, Pertamanan dan Pemakaman ,
menyusun Reneana Induk Pemakaman yang memuat kebutuhan
lahan pemakaman, lokasi pemakaman dan kebutuhan sarana dan
prasarana pemakaman scbagai bagian dari reneana pembangunan
daerah.

Pasal 16

Walikota dengan persetujuan DPRD mcnetapkan penutupan
dan/atau pcrubahan peruntukkan Taman Pemakaman, rumah
duka dan Krcmatorium beserta Tempat Pcnyimpanan Abu Jenazah.

Pasal 17

Reneana kebutuhan lahan pemakaman, tempat penyimpanan abu
jenazah dan rumah duka serta kebutuhan prasarana dan sarana
pemakaman, sesuai standarisasi penggunaan lahan makam yang
ditetapkan dalam reneana induk pemakaman.

Pasal 18

(1) Yayasan dapat mengadakan Taman Pemakaman, Rumah
Duka, {Crematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah
serta prasarana dan sarana pemakaman sesuai standar dan
pcrsyaratan yang ditetapkan.

(2) Yayasan yang mengadakan Taman Pemakaman harus memiliki
lahan minimal 5 (lima) hektare bersertifikat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pcrsyaratan dan tata cara
yayasan dalam pengadaan Taman Pemakaman, Rumah Duka,
Krcmatorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah serta
prasarana dan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
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BAB Vill
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu
Pcmakaman Jenazah

Pasal 19

Pemakaman jenazah oleh alili waris aiau piliak yang bcrtanggung
jawab memakamkan jenazah dilakukan dalam waktu kurang dari
24 (dua puluh empat) jam dan memperoleh izin pemakaman dari
Walikota atas rekomendasi Dinas Penerangan Jalan, Pcrtamanan
dan Pemakaman paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
pemakaman Jenazah.

Pasal 20

(1) Ahli waris alau piliak yang bcrtanggung jawab memakamkan
jenazah, hams memiliki rekomendasi penggalian tanah makam
dan penetapan posisi letak petak tanah makam dari Dinas
Penerangan JaJan, Pcrtamanan dan Pemakaman sebclum
melakukan penggalian petak tanah makam.

(2) Ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan
jenazah yang berasal dan dalam Kota wajib mengajukan
permohonan tertulis kepada Walikota sesuai dengan ketentuan
Pasal 15 ayat (1) dengan melampirkan:
a. surat keterangan laporan kematian dari RT atau Lurah

setempat dan/atau;
b. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit

atau puskesmas;
c. fotokopi Kartu Keluarga almarhum/almarhumah;
d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk almarhum /almarhumah;

dan
c. fotokopi kartu keluarga ahli waris/penanggung jawab

almarhum/almarhumah.

(3) Ahli waris atau yang bcrtanggung jawab memakamkan jenazah
yang berasal dari luar Kota wajib memperoleh izin Walikota atas
rekomendasi dari Kcpala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan
dan Pemakaman sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat ( 1 )

dengan melampirkan;

a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit
atau puskesmas daerah asal orang yang meninggal (jika
diperlukan);

b. surat keterangan laporan kematian dari Lurah/ Kepala Desa
daerah asal orang yang meninggal;

c. surat pengantar kematian dari Instansi yang bertanggung
jawab di bidang kesehatan asal orang yang meninggal;

d. fotokopi Kartu Keluarga;
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c. fotokopi Kartu Taiida Penduduk almarhum/almarhumah.
Ahli waris atau pihak yang hcrtanggung jawab
memakamkan jenazah yang berasal dari luar negcri wajib
memperoleh izin Walikota atas rekomendasi dari Kepala
Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman
sesuai dengan ketenluan Pasal 15 ayat (1) dcngan
melampirkon:
1. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari ruinall sakit

negara asal orang yang meninggal;
2. surat keterangan dari Duta Bcsar atau Kepala

Pervvakilan Negara Republik Indonesia di negara tempat
orang yang meninggal;

3. surat keterangan dari Menteri Luar Ncgeri atau Pejabat
yang ditunjuk;

4. paspor yang bersangkutan;
5. fotokopi Kartu Keluarga (KK); dan/atau
6. fotokopi Kartu '1‘anda Penduduk (KTP) yang meninggal.

(4) Sctiap jenazah yang akan dibawa keluar wilayah Kota di dalam
wilayah Provinsi, harus dilaporkan kepada Lurali setempat don
memperoleh izin dari Dinas Kesehatan.

(5) Setiap jenazah yang akan dibawa keluar wilayah Kota diluar
wilayah Provinsi, harus dilaporkan kepada Lurali setempat dan
memperoleh izin dari Dinas Kesehatan dan Dinas Penerangan
Jalan, Pertamanan dan Pemakaman.

(6) Setiap jenazah yang akan dibawa dari wilayah Kota, keluar
wilayah Indonesia harus dilaporkan kepada Lurali setempat
dan memperoleh izin Dinas Kesehatan, Dinas Penerangan
Jalan, Pertamanan dan Pemakaman, Kcpolisian Daerah
Sumatera Sclatan dan Kemcnterian Luar Negcri.

(7) Tata cara permohonan izin membawa jenazah sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), (6), dan (7) Pasal ini, ditetapkan lebih
lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan
Pasal 20, Kepala Dinas memberikan rekomendasi penggunaan
tonah makam dan selanjutnya Walikota mcngeluarkan izin
penggunaan tanah makam dan/atau izin pengangkutan jenazah.

Pasal 22

Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman, lembaga

teknis daerah, kecamatan dan kelurahon, wajib mengurus dan
melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantor dan
keluarga miskin atas beban biaya Pcmerintah Kota.



Bagian kedua
Pcnundaan waktu pemakaman
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Pasal 23

(1) Ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas Jenazah
yang akan dimakamkan lebih dari 24 (dua puiuh cmpat) jam,
wajib memiiiki izin penundaan waktu pemakaman dari
Walikota atas rekomendasi Dinas Penerangan Jalan,
Pcrtamanan dan Pcmakaman.

(2) Izin pcnundaan waktu pcmakaman scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak orang yang
bcrsangkutan mcninggal dan dapat dipcrpanjang sesuai
kebutuhan, kccuali jenazah pcndcrita pcnyakit mcnular.

(3) Jenazah yang pcmakamannya ditunda scbagaimana dimaksud
pada ayat ( 1 ), harus disimpan dalam peti jenazah sesuai
dcngan standar yang ditetapkan Dinas Penerangan Jalan,
Pcrtamanan dan Pcmakaman.

Bagian Ketiga
Pengangkutan dan Pcngawalan Jenazah

Pasal 24

(1) Jenazah yang akan dimakamkan di taman pcmakaman yang
menggimakan kendaraan, harus menggunakan kendaraan
jenazah yang memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan kendaraan jenazah scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), antara lain meliputi:
a. kendaraan harus sesuai peruntukkannya, memenuhi

persyaratan teknis dan laik jalan;
b. dipasang sirene dan lampu sirene pada bagian atas

kendaraan dan dinyalakan atau dibunyikan saat membawa
jenazah;

c. dilengkopi dengan alat pengusung jenazali disertai dengan
kain lurub berwama hitarn atau hijau;

d. berpintu satu pada sisi kanan dan kiri, serta dua pintu
pada bagian belakang kendaraan;

e. pada sisi kanan dan kiri kendaraan bertuliskan “ Mobil
Jenazah", dan nama yayasan pcngclola dan atau nama
instansi;

f. memiiiki izin operasional kendaraan pengangkutan jenazah
dari Kepala Dinas Perhubungan; dan

g. memiiiki izin pengangkutan jenazah dari Dinas Penerangan
Jalan, Pcrtamanan dan Pemakaman.
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Pasal 25

Masyarakat dapat mcngiringi kcndaraan jcnazah dcngan
ketentuan sebagai bcrikul:
a. kendaraan harus sesuai peruntukkannya, memenuhi

persyaratan teknis dan laik jalan;
b. harus menghidupkan lampu atau tanda-tanda lain; dan
c. harus mcmatuhi pcraturan lalu iintas dan angkutan jalan.

Bagian Kcempat
Pemindahan dan Penggalian Jenazah / Kcrangka

Pasal 26

(1) Pcmindahan Jenazah/kerangka jcnazah dari satu pclak tanah
makam kc pctak tanah inakain pada lokasi Tainan Pcmakainan
lainnya karcna alasan penting, dapat dilakukan alas
pcrmintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab.

(2) Pemindahan jenazah/kcrangka sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dilakukan lerhadap jcnazah yang telah
dimakamkan paling singkat 1 (satu) tahun, dan harus
mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dinas Penerangan
Jalan, Pertamanan dan Pemakaman.

Pasal 27

( 1) Pcnggalian jenazah/ kerangka dapat dilakukan untuk
kcpcntingan pcnyidikan dalam rangka pcnyelesaian suatu
perkara atas pcrmintaan pejabat yang berwenang setelah
mendapat izin dari Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan
Pemokaman atas beban pihak pemohon penggalian/
pembongkaran.

(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemohon menyampaikari permohonan penggalian kepada
Dinas Penerangan Jalan. Pertamanan dan Pemakamaii dcngan

melampirkan surat keterangan dari ahli waris atau
penanggung jawab penggalian jenazah /kerangka, dan/atau
surat keterangan dari Kepoiisian.

Pasal 28

Walikota atas persetujuan DPRD dapat mclakukan pemindahan
jenazah/kerangka untuk penataan dan/atau kepentingan umum
sesuai dcngan ketentuan Pasal 8 ayat (2).
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Bagian Kelima
Waktu Femakaman

Pasal 29

Waktu mcmakamkan dan memindahkan, serta mengabukan atau
kremasi jenazah, dilakukan antara pukul 06.00 WIB sampai
dengan pukul 18.00 WIB, kecuali apabila Dinas Pencrangan Jalan,
Pertamanon dan Pemakaman mengizinkan dilakukan pekeijaan
tersebut diluar waktu dimaksud.

Bagian kccnam
Upacara Pemakaman

Pasal 30

(1) Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman
memfasilitasi pemakaman jenazah pejabat daerah dan tokoh
masyarakat dalam upacara pemakaman.

(2) Tatacara upacara pemakaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1 ) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PENGGUNAAN TANAH MAKAM

Bagian Kcsatu
Izin Penggunaan Tanah Makam

Pasal 31

(1) Izin penggunaan tanah makam berlaku untuk jangka waktu 3
(tiga) tahun dan diperpanjang untuk setiap 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Untuk mendapatkan perpanjangan izin penggunaan tanah
makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), ahli waris atau
penanggung jawab atas penggunaan tanah makam, harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota
melalui Dinas Pencrangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa izin penggunaan
tanah makam berakhir.

Bagian Kedua
Bentuk Bangunan Makam

Pasal 32

(1 ) Bentuk bangunan makam terdiri dari gundukan tanah dengan
hamparan rumput hijau dan plakat batu sebagai nisan
yang disesuaikan dengan ajaran agama dan kepcrcayaan
masing-masing.
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(2) Bentuk bangunan makam sebagaimana dirnaksud pada
ayat (1), dimaksudkan agar:
a. memudahkan pclaksanaan pcmakaman bcrulang (makam

tumpang);
b. memudahkan penyerapan air untuk keiersediaan air tanah;
c. terlihat lehih indah, bersih, teratur serta mudah

perawatannya; dan
d. tidak berkesan mewah dan mengarah ke laman hijau yang

akan bcrfungsi sebagai paru-paru Kota.
(3) Pembuatan bangunan makam secara permanen pada Taman

Pcmakaman selain sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),
wajib mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dari Walikola
atas rekomendasi Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan
Pcmakaman.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bangunan makam
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraluran
Walikota.

Bagian Kctiga
Pctak Tanah Makam

Pasal 33

(1 ) Walikola menelapkan pcmbagian blok dan perpetakan lanah
makam untuk liap taman pemakaman menurui tata lctak
dalam taman pcmakaman yang bersangkutan.

(2) Walikota dapat menata dan mcnertibkan terhadap pcrpctakan
tanah makam yang sudah ada sebelum ditctapkannya
Peraturan Daerah ini untuk kepentingan umum atau lainnya.

(3) Kawasan Tainan Pemakaman tcrdiri dari:
a. blok makam; dan
b. pctak makam.

(4) Blok-blok lanah makam untuk Taman Pcmakaman baru adalah
sebagai:
a. blok A A;
b. blok B B; dan
c. dan seterusnya.

(5) Pctak Makam adalah:
a. petak AA1;
b. pctak AA2; dan
c. dan seterusnya.

(6) Penetapan letak Blok dan pctak tanah makam ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang dibidang pemakaman.

(7) Tempat pemakaman yang sudah ada sebelum ditctapkannya
Peraturan ini, terhadap penggunaan pcrpctakan tanah makam
yang melebihi ukuran dikenakan tambahan retribusi
penggunaan tanah makam.
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Pasal 34

Walikota dapat menetapkan ukuran pcrpctakan tanah makam
apabila terdapat pcmakaman secara massal.

Pasal 35

(!) Ukuran petak tanah pemakaman muslim panjang maksimal
2,25 (dua koma dua lima) meter dan lebar 1 ,25 (satu koma dua
lima) meter, dengan kedalaman minimal 1,50 (satu koma lima
puluh) meter, kecuali apabila keadaan tanahnya tidak
memungkinkan.

(2) Ukuran petak tanah makam non muslim panjang maksimal
5 (lima) meter lebar minimal 2 (dua) meter.

(3) Jarak antara baris makam dan jarak antara petak makam
di tempat pemakaman ditetapkan dengan ukuran
50 (lima puluh) centimeter.

(4) Tiap petak tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberi tanda berupa plakat makam bertuliskan nama. tanggal
lahir dan tanggal kematian.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran petak tanah makam
dan plakat makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

(6) Apabila didalam makam lersebut terdapat lebih dari 1 (satu)
jenazah maka plakat makam diatur sesuai dengan kebutuhan.

(7) Setiap pemakaian perpetakan tanah makam melebihi ukuran
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah pclanggaran dan
dikenakan sanksi berupa denda dan pembongkaran makam.

(8) Pembuatan plakat makam yang melebihi ukuran standar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran
dan dikenakan sanksi berupa denda dan pembongkaran plakat
tersebut.

Pasal 36

(1) Tiap petak tanah makam di taman pemakaman dipergunakan
untuk pemakaman tumpangan, kecuali keadaan tanahnya
tidak memungkinkan.

(2) Pemakaman tumpangan dilakukan diantara jenazah anggota
keluarga dan apabila bukan anggota keluarga, harus ada izin
tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung
jawab atas tanah makam yang ditumpangi.

(3) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan diatas atau disamping
jenazah yang telah dimakomkan, dengan ketentuan jarak
antara jenazah dengan permukaan tanaii paling rendah satu
meter.
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(4) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan sesudah jenazah lama
dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun atau scsuai
rekomendasi Kepala Dinas Penerangan Jaian, Perlamanan dan
Pemakaman.

Pasal 37

Petak lanah makam hanya diperuntukkan bagi jenazah atau
kerangka dan tidak diperbolehkan untuk pesanan persediaan bagi
orangyang belum meninggal dunia.

BAB X
PEMANFAATAN PRASARANA DAN

SARANA PEMAKAMAN

Pasal 38

Walikota melalui Kepala Dinas Penerangan Jaian, Pertamanan dan
Pemakaman yang bertanggung jawab di Bidang Pemakaman
menyediakan prasarana dan sarana lingkungan Taman
Pemakaman.

Pasal 39

(1) Ahli wans atau penanggung jawab jenazah dan /atau Yayasan
dapat memanfaaikan prasarana dan sarana pelayanan
pemakaman yang dimiliki Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan
dan Pemakaman.

(2) Setiap pemanfaatan prasarana dan sarana pelnyanan
pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan
retribusi.

BAB XI
RETRIBUSI

Pasal 40

(1) Atas pelayanan izin penggunaan tanah makam, perizinan,

penggunaan sarana dan prasarana pelayanan pemakaman
milik Pemerintah Kota, dikenakan retribusi yang besarannya
ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

(2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai
koordinator pemungutan Pengelolaan Tempat pemakaman
dan penyelenggaraan jenazah.
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BAB xn
DATA DAN JNFORMAS1 PEMAKAMAN

Pasal 41

(1) Kcpala Dinas Pcncrangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman
mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan,
menyajikan dan menyebarluaskan data dan informasi
pcmakaman kcpada SKPD tcrkait dan masyarakat.

(2) Kcpala Dinas Pcnerangan Jalan, Pertamanan dan Pcmakaman
membentuk dan mengembangkan sistem informasi pcmakaman
sebagai pusal data dan informasi pcmakaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Sistem informasi dan data pemakaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dapat diakses dengan mudah dan ccpat oleh
setiap SKPD, masyarakat dan scluruh pengguna data dan
informasi pcmakaman.

BAB xni
PEMEL1HARAAN

Pasal 42

Pemeliharaan dan perawatan Taman Pemakaman dilakukan oleh
Dinas Pcncrangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman.

Pasal 43

(1) Pemeliharaan Pcmakaman Ungkonan merupakan tanggung
jawab Ahli waris dan atau yang bertanggung jawab terhadap
Pcmakaman Ungkonan, sedangkan pengawasan dan penataan
dilakukan oleh Walikota.

(2) Ahli waris dan atau yang bertanggung jawab terhadap
Pemakaman Ungkonan wajib mendaftarkan dan atau
melaporkan lokasi Pemakaman Ungkonannya kepada Dinas
Pcncrangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman paling lambat
1 (salu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

(3) Walikota menutup dan atau mengambit alih dan atau

mengalihfungsikan Pcmakaman Ungkonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), apabila tidak didaftarkan atau

dilaporkan pada Dinas Pcncrangan Jalan, Pertamanan dan
Pemakaman lebih dari 1 (satu) tahun.



BAB XIV
KEWAJIBAN
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Pasal 44

(1) Untuk memperoleh pelaynnan pemakaman dan pengabuan
jenazah (kremasi), setiap orang atau badan harus memcnuhi
kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. permohonan untuk incndapatkan izin;
b. permohonan untuk penggunaan kendaraan jenazah;
c. permohonan untuk penggunaan rumah duka; dan
d. permohonan untuk memperpanjang izin.

BAB XV
LAKANGAN DAN TATA TERTIB

Bagiau ke satu
Larangan

Pasal 45

Setiap alili waris dan/atau pihak yang bertnnggung jawab atas
pemakaman jenazah dilarang:
a . memakamkan jenazah selain pada Taman Pemakaman;
b. membuat bentuk bangunan makam yang tidak sesuai dengan

peraturan;
c. mendirikan bangunan yang bersifat permanen diatas petak

tanah makam.
d. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantung benda

apapun diatas atau didalam petak tanah makam serta yang
dapat memisahkan makam yang satu dengan makam yang lain,
kecuali piakat makam dan lambang pahlawan;

c. menanam pohon diatas petak tanah makam kecuali tanaman
hias untuk pemakaman komersil;

f. melakukan penggalian tanah makam sebeium dapat izin
penggunaan tanah makam dan/atau rekomendasi Kepala Dinas
Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman;

g. melakukan pembakaran kerangka jenazah sebeium
mendapatkan izin pembakaran/ perabuan jenazah dari
Walikota melalui Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan
Pemakaman.

h. membuat piakat makam melebihi ukuran yang telah
ditentukan.

i. memesan petak tanah makam untuk orang yang bclum
meninggal.

j. membangun petak tanah makam melebihi ukuran yang
ditetapkan.

k. menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur.



Bagian ke dua
Tata Tenib
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Pasal 46

( 1 ) Setiap orang yang menggunakon sarana dan prasarana di
Taman Pemakaman wajib mengindahkan tata tertib.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib di taman
Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaLur
dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
KERJASAMA

Pasal 47

(1) Walikota dapat mclakukan kerjasama dalam penyclenggaraan
pelayanan pemakaman dengan Pemerintah Dacrah lain atau
Yayasan.

(2) Keijasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ). diatur lebih
lanjut dengan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 48

(1) Pembinaan penyclenggaraan pelayanan pemakaman dilakukan
oleh Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman
Kota Palembang, kecuali Taman Pemakaman Khusus,
dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Palembang.

(2) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dittyukan kepada
masyarakat dengan mclakukan:
a. penyediaan prasarana dan sarana yang dibutubkan dalam

rangka penyclenggaraan pelayanan pemakaman;
b. bimbingan dan/atau penyuluhan; dan
c. menyiapkan petunjuk teknis.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
dilakukan dengan bekerja sama antara masyarakat dan
yayasan.
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Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 49

(1) Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman
mclakukan pengawasan terhadap pcnyelcnggaraan
pemakaman.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
dilaporkan kepada Walikota paling lama 1 (satu) tahun sekali
atau sesuai dengaji kebutuhan.

BAB XVIII
SANKS1 ADMINISTRASI

Pasal 50

Terhadap Yayasan yang telah memiliki izin operasional pengelolaan
tempac pemakaman dan penyeienggaraan jenazah tetapi melanggar
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi
administrasi berupa:
a. teguran;
b. peringalan tertulis; dan
c. pencabutan perizinan.

Pasal 51

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 31 ayat (1) dikenakan
sanksi berupa:
a. teguran;
b. peringalan tertulis; dan
c. pembongkaran dan pemindahan makam ke blok khusus.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud dengan pasal 50 dan pasal 51 diatur dalam
Peraturan Walikota.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 53

( I ) Pejabat Pcgawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintali
Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pengelolaan
Tcmpat Pemakaman dan Penyeienggaraan Jenazah,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undtuig Hukum Acara

Pidana.
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(2) Penyidik sebagaiinana dimaksud pada ayat (1) adalah Pcjabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pernerintah Kota
yang diangkat oleh Pejabat yang bcnvenang sesuai dengan
ketentuan pcraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaiinana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
di bidang Pengelolaan Tempat pemakaman dan
penyelenggaraan jenazah mengenai orang pribadi atau
Yayasan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lebih lengkap dan jelas;

b. meminta keterangan dan balian bukti dari orang pribadi
atau Yayasan sehubungan dengan tindak pidana dibidang
Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan
Jenazah;

c. meraeriksa buku, Catalan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Tempat
Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah;

d. mclakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencataran , dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan
Tempat pemakaman dan penyelenggaraan jenazah;

f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
mcninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
dan/atau dokumen yang dibawa;

g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan
Jenazah;

b. mcmanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

i. menghentikan penyidikan; dan/atau
j. melakukan tindakan Iain yang pcrlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Tempat
Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah sesuai dengan
ketentuan pcraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainva penyidikan dan menyampaikan
basil penyidikannya kepada Penuntut Umum mefalui
Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya PPNS tidak bcnvenang

melakukan penangkapan dan penahanan.
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Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmcrintahkan pcngundangan
Peraturan Daerah ini dengan peneinpatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggalj 10 dua l

WALIKOTd PALEMBANG,
2015

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 dUf t i 2015
SEKRETARIS DAERAH

KOTA PALEMBANG

UCOK HIDAYAT
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA
SELATAN: (l /PLO/2015)




